
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEPEMUDAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, 
serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan 
kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan 
sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam 
berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun 
internasional; 

b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi 
dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan 
perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan 
pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan 
secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang 
merupakan bagian dari pembangunan daerah; 

c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah 
Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan 
menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta 
mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan 
Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam 
pembangunan kepemudaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Kepemudaan; 
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Mengingat : 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5430); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta 
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintahan 	Daerah 	adalah 	penyelenggaraan 	urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

11. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD 
adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

12. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode 
penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam 
belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. 



13. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, 
tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-
cita pemuda. 

14. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi 
pemuda. 

15. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara 
tetap. 

16. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal 
yang berkaitan dengan kepemudaan. 

17. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan 
pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan 
pemuda. 

18. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk 
memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. 

19. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi 
dan peran aktif pemuda. 

20. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta 
penggerakan pemuda. 

21. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha. 

22. Pengembangan 	kepeloporan 	pemuda 	adalah 	kegiatan 
mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan 
terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas 
pelbagai masalah. 

23. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat dalam membantu dan/ atau memudahkan 
penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan. 

24. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda 
dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan 
saling menguntungkan. 

25. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan 
organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan 
terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas 
keberadaan organisasi kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta. 


